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PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 78/PMK.06/2014

TENTANG

TATA CARA PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka menyikapi perkembangan kondisi dan
praktik tata kelola pemerintahan yang baik (good
governance) dan meningkatkan iklim investasi serta
melaksanakan ketentuan Pasal 41 Peraturan Pemerintah
Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri
Keuangan tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemanfaatan
Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Repubik Indonesia Nomor 4355);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Repubik Indonesia Nomor
5533);
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3. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang
Kedudukan, Tugas, Dan Fungsi Kementerian Negara
Serta Susunan Organisasi, Tugas, Dan Fungsi Eselon I
Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 14
Tahun 2014 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 25);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG TATA CARA
PELAKSANAAN PEMANFAATAN BARANG MILIK NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Barang Milik Negara, yang selanjutnya disingkat BMN, adalah semua
barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan
dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.

2. Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung
jawab menetapkan kebijakan dan pedoman serta melakukan
pengelolaan BMN.

3. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan
BMN.

4. Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau pejabat yang
ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan barang yang
berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.

5. Kementerian Negara, yang selanjutnya disebut Kementerian, adalah
perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam
pemerintahan.

6. Lembaga adalah organisasi non Kementerian Negara dan instansi lain
pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas
tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya.

7. Menteri/Pimpinan Lembaga adalah pejabat yang bertanggung jawab
atas penggunaan BMN pada Kementerian/Lembaga yang
bersangkutan.



2014, No.5883

8. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Keuangan yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya
meliputi pengelolaan BMN.

9. Pemanfaatan adalah pendayagunaan BMN yang tidak digunakan
untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga
dan/atau optimalisasi BMN dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

10. Sewa adalah pemanfaatan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu
tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

11. Pinjam Pakai adalah penyerahan penggunaan barang dari Pemerintah
Pusat ke Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa
menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir
diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.

12. Kerja Sama Pemanfaatan, yang selanjutnya disingkat KSP, adalah
pendayagunaan BMN oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu
dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan
sumber pembiayaan lainnya.

13. Bangun Guna Serah, yang selanjutnya disingkat BGS, adalah
Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya,
kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka
waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya diserahkan
kembali tanah beserta bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya
setelah berakhirnya jangka waktu.

14. Bangun Serah Guna, yang selanjutnya disingkat BSG, adalah
Pemanfaatan BMN berupa tanah oleh pihak lain dengan cara
mendirikan bangunan dan/atau sarana berikut fasilitasnya, dan
setelah selesai pembangunannya diserahkan untuk didayagunakan
oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang disepakati.

15. Kerja Sama Penyediaan Infrastruktur, yang selanjutnya disingkat KSPI,
adalah kerja sama antara pemerintah dan badan usaha untuk kegiatan
penyediaan infrastruktur sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

16. Tender Pemanfaatan BMN, yang selanjutnya disebut Tender, adalah
pemilihan mitra guna pengalokasian hak pemanfaatan BMN melalui
penawaran secara tertulis untuk memperoleh penawaran tertinggi.

17. Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara independen
berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.

18. Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan suatu opini nilai
atas suatu objek Penilaian berupa BMN pada saat tertentu.



2014, No.588 4

19. Pihak Lain adalah pihak-pihak selain Kementerian/ Lembaga dan
Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Pasal 2

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi Pengelola
Barang dan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dalam
pelaksanaan Pemanfaatan BMN.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk terselenggaranya Pemanfaatan
BMN yang tertib, terarah, adil, dan akuntabel guna mewujudkan
pengelolaan BMN yang efisien, efektif, dan optimal.

Bagian Ketiga

Ruang Lingkup

Pasal 3

(1) Ruang lingkup Peraturan Menteri ini mengatur tata cara pelaksanaan
Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang dan Pengguna
Barang.

(2) Pengaturan tata cara pelaksanaan Pemanfaatan BMN sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. pihak pelaksana Pemanfaatan;

b. objek Pemanfaatan;

c. jangka waktu Pemanfaatan;

d. penerimaan negara dari hasil Pemanfaatan;

e. tata cara pelaksanaan Sewa, Pinjam Pakai, KSP, BGS/BSG, dan
KSPI;

f. pengamanan dan pemeliharaan objek Pemanfaatan;

g. penatausahaan Pemanfaatan; dan

h. sanksi.

Bagian Keempat

Prinsip Umum

Pasal 4

(1) Pemanfaatan BMN dapat dilakukan sepanjang tidak mengganggu
pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan negara.

(2) Pemanfaatan BMN dilakukan dengan memperhatikan kepentingan
negara dan kepentingan umum.
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(3) Pemanfaatan BMN dilakukan dengan tidak mengubah status
kepemilikan BMN.

(4) BMN yang menjadi objek Pemanfaatan harus ditetapkan status
penggunaannya oleh Pengelola Barang/Pengguna Barang.

(5) Biaya pemeliharaan dan pengamanan BMN serta biaya pelaksanaan
yang berkaitan dengan Pemanfaatan BMN dibebankan pada mitra
Pemanfaatan.

(6) Penerimaan negara dari Pemanfaatan BMN merupakan penerimaan
negara yang wajib disetorkan seluruhnya ke rekening Kas Umum
Negara.

(7) BMN yang menjadi objek Pemanfaatan dilarang dijaminkan atau
digadaikan.

Bagian Kelima

Bentuk Pemanfaatan

Pasal 5

Bentuk Pemanfaatan BMN berupa:

a. Sewa;

b. Pinjam Pakai;

c. KSP;

d. BGS/BSG; dan

e. KSPI.

BAB II

KEWENANGAN DAN TANGGUNG JAWAB

Bagian Kesatu

Pengelola Barang

Pasal 6

(1) Menteri Keuangan selaku Pengelola Barang memiliki kewenangan dan
tanggung jawab:

a. menetapkan Pemanfaatan BMN dan perpanjangan jangka waktu
Pemanfaatan BMN yang berada pada Pengelola Barang;

b. memberikan persetujuan atas usulan Pemanfaatan BMN atau
perpanjangan jangka waktu Pemanfaatan BMN dalam bentuk:

1. Sewa;

2. Pinjam Pakai;

3. KSP; dan


